BUPATI TANGERANG

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
NOMOR: 902 /Kep.355-Huk/2014

TENTANG

PENETAPAN BESARAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
PADA UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

Mengingat

TAHAP KE 1 (KESATU) TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI TANGERANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2013
tentang Investasi Pemerintah Daerah Pada Unit Pengelola
Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana
Bergulir Pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi
Usaha Mikro Dan Menengah Kabupaten Tangerang, maka
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Besaran Investasi Pemerintah Daerah Pada Unit
Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah Kabupaten Tangerang Tahap Ke 1
(Kesatuj Tahun Anggaran 2014;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.Undang-Undang



10.

D=

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5355);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang
Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3744);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

11.Peraturan Pemerintah...
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12.

13.

14.

15.

16.

16.

N

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 . Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

17 .Peraturan Menteri...
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan
Dana Bergulir sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
218/PMK.05/2009;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran
Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang
Nomor 0108);

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tangerang Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang
Nomor 0309);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang
(Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun
2010 Nomor 0810, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tangerang Nomor 0810);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang
(Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun
2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tangerang Nomor 0811);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Dana Bergulir (Lembaran Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2012 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang
Nomor 0212);

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang
Investasi Pemerintah Daerah pada Unit Pengelola
Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang
Tahun 2013 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tangerang Nomor 09 13);

26.Peraturan Bupati...
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17. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 50 Tahun 2013
tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola
Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten
Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang

ahun 2013 Nomor 50);

18. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2014
tenteng Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir
Pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha
Mikro Dan Menengah Kabupaten Tangerang (Berita
Daerah  Kabupaten Tangerang Tahun 2013
Nomor 20);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU : Besaran Investasi Pemerintah Daerah Pada
Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Tangerang Tahap
Ke 1 (Kesatu) Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar
Rp. 15.000.000.000.- (Lima Belas Milyar Rupiahj.

KEDUA : Dana Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU Disalurkan pada
Rekening pokok UPDB Koperasi dan UMKM.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD} Kabupaten Tangerang Tahun
Anggaran 2014 dengan Kode Rekening 6.2.2.04.01 Dana
Bergulir Kepada UPDB.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 8 Juli 2014

BUPATI TANGERANG,

P

A, ZAKI ISKANDAR

TEMBUSAN :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang;

2. Kepala Badan Pengelala Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang;
3. Inspektur Kabupaten Tangerang;



